
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR  7  TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEMBRANA, 

 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, yang memuat 
layanan administrasi dari Sekretariat Dewan perlu dihapus 
karena telah tertuang dalam tupoksi Sekretariat Dewan dan pasal 
16 yang memuat pajak penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD, yang sifatnya masih umum perlu dijabarkan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jembrana; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat 
I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

2. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1987  tentang  Protokol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003      Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia     Nomor 4310 ); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Kedudukan 
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata 
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia      Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952 ); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4262); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4416); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana   Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Jembrana  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun 2005 Nomor 2,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor  1); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
dan 

BUPATI JEMBRANA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.  
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Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor 2 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 1) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 Penghasilan Dewan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Jembrana. 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 24 Agustus 2005 

BUPATI JEMBRANA, 

 

 

I GEDE WINASA 

 

Diundangkan di Negara 
pada tanggal 24 Agustus 2005 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, 

 

 

       I GDE SUINAYA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005  NOMOR 10. 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR   7   TAHUN 2005 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

 
 

 
I.   PENJELASAN UMUM 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan 
rakyat di daerah yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat 
daerah termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai – nilai 
demokrasi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 

Atas tugas mulia tersebut perlu adanya kedudukan protokoler yang 
diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi 
atau dalam pertemuan resmi. 

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut 
perlu disediakan keuangan yang representatif. 

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jembrana. 

 
II.   PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
 Cukup jelas. 
 
Pasal II  
 Cukup jelas. 
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